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Instansi atau badan usaha membutuhkan sistem informasi akuntansi dan
faktor tenaga kerja manusia. Pengelolaan sumber daya manusia yang tepat akan
memberikan konstribusi yang optimal bagi perusahaan. Tujuan dari penelitian ini
adalah untuk mengetahui sistem informasi akuntansi dan kinerja pegawai
terhadap laporan keuangan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Provinsi Riau. Penelitian ini dilakukan pada kantor Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Provinsi Riau. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah
wawancara dan observasi. Metode wawancara yaitu digunakan untuk
mengutarakan pertanyaan–pertanyaan yang berhubungan dengan sistem
informasi akuntansi dan kinerja pegawai terhadap laporan keuangan pada Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Riau. Metode observasi yaitu
data yang diperoleh dari prosedur kinerja pegawai dan laporan keuangan.
Berdasarkan penelitian ini dapat diketahui bahwa sistem informasi akuntansi dan
kinerja pegawai cukup berpengaruh dan berperan penting terhadap laporan
keuangan, dan setiap pegawai menerapkannya keduanya dengan cukup baik.
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1.1 LATAR BELAKANG 
Perkembangan teknologi yang terjadi di era sekarang ini mengakibatkan 
persaingan yang semakin ketat di dunia bisnis. Teknologi informasi salah satunya 
yang dapat menentukan baik atau buruknya suatu usaha baik itu di sektor bisnis 
maupun sektor publik. Suatu teknologi informasi yang dapat menjadi sumber 
informasi yang akurat, relevan, dan lengkap sudah menjadi kebutuhan yang sangat 
diperlukan saat ini. Teknologi informasi yang dapat menjadi sumber informasi 
yang akurat, relevan, dan lengkap sudah menjadi kebutuhan yang sangat 
diperlukan saat ini. 
Sistem informasi yang cukup penting pada sebuah usaha di sektor bisnis atau 
pun sector publik adalah sistem informasi akuntansi. Menurut Pernyataan Standar 
Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 1 Tahun 2015 laporan keuangan bertujuan 
memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan dan arus kas 
entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam 
pembuatan keputusan ekonomi. 
Laporan keuangan menjadi sebuah isu yang cukup menarik untuk dibahas saat 
ini, karena sudah cukup banyak kerugian yang diderita oleh perusahaan swasta 
maupun pemerintah dengan adanya kesalahan mengenai laporan keuangan ini. 
Salah satu faktor yang mempengaruhi laporan keuangan yaitu sering terjadi 
keterlambatan dalam penyerahan laporan keuangan dan lemahnya sistem 
informasi akuntansi, serta ketidakcocokan neraca pada akun keuangan Dinas 
PUPR tersebut. Bahkan tidak jarang kepala dinas tidak tahu dimana letak 
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kesalahan tersebut. Maka dari itu, untuk mengetahuinya, dinas ini perlu tahu apa 
yang menjadi penyebab sering terjadinya kesalahan dalam laporan keungan 
tersebut, apa hubungan nya dengan informasi akuntansi yang kurang dipahami 
atau kesalahan dari pegawai yang salah dalam pencatatan akun yang berbeda atau 
salah dalam mengetik. 
Kembali pada sistem informasi akuntansi, sistem informasi akuntansi ini juga 
dapat mempengaruhi laporan keuangan. Dengan sistem akuntansi yang akurat, 
relevan dan juga lengkap akan menjadikan sebuah laporan keuangan yang 
berkualitas.  
Selanjutnya sistem informasi akuntansi akan dapat berjalan sebagaimana 
dengan mestinya dan berjalan tanpa adanya kesalahan jika terdapat sumber daya 
manusia yang berkualitas sebagai penggerak berjalannya sebuah sistem informasi 
akuntansi. Tanpa adanya sumber daya manusia yang berkualitas maka sistem 
informasi akuntansi tidak akan dapat berjalan. Dalam penelitian ini menggunakan 
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Riau sebagai tempat 
penelitian.  
Hubungan antara laporan keuangan, sistem informasi akuntansi dan kinerja 
pegawai memang amatlah penting karena dalam suatu instansi atau lembaga 
membutuhkan ketiganya untuk menjalankan kegiatan suatu lembaga, namun pada 
dasarnya kinerja pegawai tidak berpengaruh langsung terhadap laporan keuangan 
karena harus melihat terlebih dahulu mengenai sistem penerapan kerja, sistem 
informasi akuntansi dan motivasi kerja setiap pegawai. Namun bagaimana pada 
dinas PUPR Provinsi Riau. Pada Dinas PUPR Provinsi Riau baik sitem informasi 
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akuntansi ataupun kinerja pegawainya memang sudah cukup baik, setiap pegawai 
melakukan tugas mereka dan melakukan kerjasama yang baik. 
Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik mempelajari lebih lanjut dan 
memilih judul “ANALISIS SISTEM INFORMASI AKUNTANSI DAN 
KINERJA PEGAWAI TERHADAP LAPORAN KEUANGAN PADA 
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI 
RIAU” 
1.2 PERUMUSAN MASALAH 
Berdasarkan permasalahan yang ada pada latar belakang  penulis hanya fokus 
untuk menganalisis informasi akuntasi dan kinerja pegawai terhadap laporan 
keuangan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Riau 
tersebut. 
1.3 TUJUAN PENELITIAN 
Adapun tujuan penulisan laporan tugas akhir pada Dinas Pekerjaan Umum dan 
Penataan Ruang Provinsi Riau adalah untuk mengetahui informasi akuntansi dan 
kinerja pegawai terhadap laporan keuangan pada Dinas Pekerjaan Umum dan 
Penataan Ruang Provinsi Riau berdasarkan analisis. 
1.4 MANFAAT PENELITIAN 
Adapun manfaat yang diperoleh selama melakukan penelitian, antara lain: 
1. Bagi penulis 
Peneliti ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk memperoleh 
pemahaman yang mendalam mengenai prosedur laporan keuangan dan 
penilaian kinerja keuangan perusahaan. 
2. Bagi perusahaan 
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Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dalam merumuskan 
kebijakan serat tindakan-tindakan selanjutnya berhubungan dengan 
penggunaan prosedur laporan keuangan. 
3. Bagi pihak lain 
Sebagai informasi yang dapat digunakan untuk bahan penelitian bagi yang 
berminat dalam bidang yang serupa. 
1.5 METODE PENELITIAN 
1. Desain Penelitian 
Penelitian yang dilakukan berupa studi deskriptif yang mengurangi tentang 
sifat-sifat dan keadaan yang sebenarnya dari suatu objek penelitian pada 
saat penelitian sedang dilakukan. 
2. Jenis Data 
Jenis data yang dikumpulkan adalah sejenis data yang bersifat kualitatif 
dan kuantitatif yang terdiri dari data primer dan sekunder. 
a. Data Primer merupakan data yang diperoleh langsung objek penelitian 
yaitu pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Riau, 
dimana peneliti peroleh melalui wawancara. 
b. Data Sekunder merupakan data yang sudah tersedia diperusahaan 
berupa sejarah berdirinya perusahaan, struktur organisasi, aktifitas 
perusahaan, flow diagram tentang sistem informasi akuntansi. 
3. Teknik Pengumpulan Data 
Peneliti menggunakan beberapa cara dalam pengumpulan data yaitu: 
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a. Wawancara yaitu melakukan Tanya jawab secara langsung dengan 
pihak terkait yang dianggap bisa memberikan keterangan yang 
dibutuhkan penulis. 
b. Ovservasi yaitu dengan melakukan pengamatan secara langsung 
terhadap objek penelitian yaitu terhadap laporan keuangan perusahaan. 
4. Metode Analisis Data 
Dalam penulisan tugas akhir ini, penulis menggunakan: 
a. Metode Deskriptif, yaitu metode dimana data yang dikumpulkan 
disusun, dianalisa, sehingga memberikan keterangan yang lengkap 
bagi pemecahan masalah yang dihadapi (Nawawi, 2003) 
b. Metode Komperatif, yaitu suatu metode analisa yang digunakan 
dengan membandingkan teori dengan praktek didalam perusahaan, 
kemudian mengambil kesimpulan, selanjutnya memberikan saran dari 
hasil perbandingan tersebut (Sutina, 2004). 
1.6 LOKASI DAN WAKTU PENELITIAN 
Penelitian ini dilakukan pada Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan 
Ruang Provinsi Riau yang berlokasi di Jalan S.M Amin No. 92 Pekanbaru. 
Penelitian ini dilakukan pada bulan Februari sampai selesai. 
1.7 SISTEMATIKA PENULISAN 
Secara garis besar, pembahasan dalam laporan ini dibagi menjadi empat bab. 






BAB I  PENDAHULUAN 
Bab ini secara umum menjelaskan alasan mengapa dilakukannya 
praktek kerja yang menjelaskan berbagai aspek, antara lain: 
1. Latar Belakang 
Latar belakang menguraikan mengapa dilakukan praktek kerja di 
suatu perusahaan dan lembaga, alasan pemilihan perusahaan atau 
lembaga itu dan penjelasan mengenai pentingnya penulisan laporan 
sesuai judul. 
2. Tujuan Penelitian 
Tujuan yang diuraikan dalam bab ini adalah tujuan penulisan 
laporan tugas akhir pada perusahaan atau instansi tempat praktek 
kerja. 
3. Manfaat Penelitian 
Manfaat yang diuraikan merupakan manfaat yang diperoleh selama 
melakukan praktek kerja bagi penulis dan perusahaan. 
4. Sistematika Penulisan 
Menguraikan urutan-urutan bab dalam laporan. Sistematika 
mengarah pada isi ringkas masing-masing bab. 
BAB II GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 
Bab ini menguraikan segala hal yang terkait dengan Dinas PUPR  






1. Deskripsi Kantor Dinas PUPR Provinsi Riau 
Menjelaskan mengenai jenis usaha perusahaan, jenis industri 
terkait, bentuk badan hukum dan kepemilikan, lokasi perusahaan, 
jangkauan pemasaran/layanan. 
2. Sejarah berdirinya Kantor Dinas PUPR Provinsi Riau 
Menjelaskan asal mula Dinas PUPR Provinsi Riau berdiri hingga 
saat ini. 
3. Menjelaskan asal mula Dinas PUPR provinsi Riau berdiri hingga 
saat ini. 
4. Struktur Organisasi 
Menjelaskan mengenai bagan organisasi dan deskripsi jabatan yang 
ada di Dinas PUPR Provinsi Riau 
BAB III PEMBAHASAN MASALAH 
Bab ini merupakan tentang aktivitas selama penelitian atau selama 
melakukan praktek kerja di Dinas PUPR Provinsi Riau. 
BAB IV  PENUTUP 
Bab ini berisi kesimpulan dari proses penyusunan laporan tugas 
akhir yang telah dilakukan, saran dari mahasiswa untuk kantor 
Dinas PUPR Provinsi Riau dan keterbatasan dalam proses 







GAMBARAN UMUM INSTANSI 
2.1 Sejarah Kantor Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Provinsi 
Riau 
Dinas Pekerjaan Umum dibentuk pada tahun 2004 berdasarkan Perda Nomor 
1 Tahun 2004. Pada awal pembentukan Dinas Pekerjaan Umum terdiri atas 3 
bidang yaitu Bidang Bina Marga, Bidang Pengairan dan Bidang Cipta Karya. 
Pada Tahun 2005 terjadi perubahan SOTK berdasarkan Perda Nomor 6 Tahun 
2005 dimana Dinas Pekerjaan Umum berubah menjadi Dinas Pekerjaan Umum 
dan Perhubungan, yang terdiri dari 4 bidang yaitu Bidang Bina Marga, Bidang 
Pengairan, Bidang Cipta Karya dan Bidang Perhubungan. Setelah itu, pada Tahun 
2006 Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan kembali dipecah menjadi Dinas 
Pekerjaan Umum dan Dinas Perhubungan. 
Pada tahun 2008 Pemerintah Kabupaten Dharmasraya kembali melakukan 
perubahan SOTK berdasarkan Perda Nomor 6 Tahun 2008, dimana Dinas 
Pekerjaan Umum dipecah menjadi 2 SKPD yaitu Dinas Bina Marga dan 
Pengairan dan Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan. Dinas Bina Marga 
dan Pengairan Kabupaten Dharmasraya merupakan organisasi pelaksana 
Pemerintah Daerah Kabupaten yang bergerak untuk melayani masyarakat 
dibidang ke-PU-an baik bidang pengairan, jalan, jembatan maupun pelayanan 
penyediaan alat-alat berat. Sedangkan Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan 
Kebersihan melayani masyarakat dalam bidang pembangunan infrastruktur 
gedung, jalan lingkungan, penyediaan air minum, sanitasi, taman kota serta 
prasarana dan sarana umum lainnya. 
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Pada tahun 2010 Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya kembali 
melakukan perubahan SOTK dimana beberapa SKPD yang dipecah kembali 
disatukan. Berdasarkan Perda Nomor 8 Tahun 2010, Dinas Bina Marga dan 
Pengairan dan Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan kembali 
digabungkan menjadi Dinas Pekerjaan Umum sampai pada saat ini. Dinas 
Pekerjaan Umum membawahi 4 Bidang Teknis dan 2 UPTD yaitu Bidang Bina 
Marga, Bidang Cipta Karya, Bidang Pengairan dan Bidang Pertamanan dan 
Kebersihan, serta UPT SPAM dan UPTD Alat Berat. Masing-masing UPT 
dikepalai oleh seorang Kepala UPTD setara esselon IV yang berada dibawah 
koordinasi dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas Pekerjaan 
Umum. Dinas Pekerjaan Umum mempunyai fungsi penyelenggaraan urusan 
Pemerintah Daerah dan tugas pembantuan di Bidang pekerjaan umum. Dinas 
Pekerjaan Umum mempunyai tugas : 
a. menyelenggarakan kegiatan di Bidang Bina Marga; 
b. menyelenggarakan kegiatan di Bidang Cipta Karya; 
c. menyelenggarakan kegiatan di Bidang Teknis Tata Ruang; 
d. menyelenggarakan kegiatan di Bidang Pengairan ; dan 
e. melaksanakan kegiatan kesekretariatan (ketatausahaan). 
2.2 Visi Dan Misi Dinas Pekerjaan Umum Dan Pentaan Ruang Provinsi Riau 
Visi dan misi merupakan suatu rumusan mengenai keadaan yang diinginkan 
pada akhir  periode perencanaan. 
2.2.1 Visi Dinas 
Visi adalah cara pandang atau gambaran yang tentang keadaan yang ingin 
diwujudkan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Riau di 
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masa mendatang, sekaligus merupakan cita-cita dan keinginan bersama yang 
bersifat antisipatif, inovatif, kreatif dan produktif dari seluruh pemangku 
kepentingan di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi 
Riau. 
Visi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Riau 2014-2018 
merupakan pengejawan tahan dari Visi Jangka Panjang Provinsi Riau 2005-
2025dan visi jangka menengah Provinsi Riau 2014-2018, yaitu: 
“Terwujudnya Pembangunan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Penataan 
Ruang yang handal Menuju masyarakat sejahtera dan berdaya saing tinggi” 
Makna yang terkandung dalam Visi tersebut adalah: 
1. Pembangunan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang 
Handal adalah mewujudkan penyediaan infrastruktur Jalan, Jembatan, Sumber 
Daya Air, Air Minum, Penyehatan Lingkungan, Bangunan Gedung dan 
Penataan Ruang yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dan dunia 
usaha secara bertahap dan berkualitas, serta dilaksanakan dengan kaidah-
kaidah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
Infrastruktur yang handal juga dapat diartikan bahwa pembangunan 
infrastruktur ke-PU an, mulai dari proses perencanaan, penganggaran, 
pelaksanaan dan pengawasan dilakukan secara profesional. 
2. Masyarakat Sejahtera adalah terciptanya kondisi masyarakat yang makmur, 
aman dan nyaman serta merata dari segala aspek ekonomi, sosial, politik, 
hukum dan keamanan 
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3. Berdaya Saing adalah suatu kondisi Pemerintah dan Masyarakat yang tangguh, 
unggul dan memiliki kemampuan untuk tumbuh dan berkembang terhadap 
dinamika perubahan. 
2.2.2 Misi Dinas 
Misi merupakan pernyataan eksplisit terhadap sesuatu yang harus dicapai 
sehingga pelaksanaan berbagai program atau kegiatan yang dilakukan oleh suatu 
organisasi fokus dan terarah. Misi yang diemban oleh Dinas Pekerjaan Umum dan 
Penataan Ruang Provinsi Riau tahun 2014-2018. Untuk mewujudkan dan 
merealisasikan visi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Riau, 
maka Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Riau menetapkan 
misi sebagai berikut: 
1. Memperkuat kapasitas kelembagaan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan 
Ruang dan membangun kerjasama antar pemangku kepentingan; 
2. Mempercepat pembangunan infrastruktur sumber daya air untuk mendukung 
ketahanan air dan kedaulatan pangan; 
3. Memenuhi kebutuhan infrastruktur jalan dan jembatan di Provinsi Riau 
dalam rangka mendukung pengembangan wilayah dan kelancaran distribusi 
barang dan jasa; 
4. Mempercepat pembangunan infrastruktur pengelolaan air minum dan 
penyehatan lingkungan dalam rangka mewujudkan kualitas hidup masyarakat 
di Provinsi Riau; 
5. Mengoptimalkan dan mengefesiensi pemanfaatan tata bangunan yang 
berwawasan lingkungan di Provinsi Riau; 
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6. Meningkatkan kualitas pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis Riau 
yang mendorong keterpaduan pembangunan infrastruktur wilayah dan 
implementasi program pembangunan daerah. 
Makna yang terkandung dalam Misi Dinas PU di atas adalah: 
Misi Pertama: Meningkatkan kualitas sumber daya manusia aparatur Dinas 
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan sumberdaya 
penyedia jasa konstruksi melalui pendidikan, pelatihan, dan 
bimbingan teknis serta pemberian sertifikasi bagi penyedia dan 
pengguna jasa. 
Misi kedua: Mengoptimalkan pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya 
air, irigasi dan rawa, penataan kawasan tangkapan air, dan 
cekungan air tanah, penyediaan dan pengembangan air baku,  
kawasan rawa/gambut, kawasan tangkapan air dan  kawasan 
pantai, Peningkatan dan rehabilitasi, pelindung sungai dan 
pesisir pantai dari ancaman erosi/abrasi, pembangunan sarana 
dan prasarana pengendali banjir dan pemberdaya pulau-pulau 
terluar dan pesisir pada daerah perbatasan untuk kedaulatan 
air. Penyebaran sistem informasi terkait pengelolaan dan 
kebijakan tata kelola Sumber Daya Air yang menyeluruh  dan 
terpadu  dalam rangka mendukung ketahanan air dan 
kedaulatan pangan untuk masyarakat. 
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Misi ketiga: Memenuhi kebutuhan infrastruktur bidang jalan dan jembata di 
Provinsi Riau  dalam rangka mendukung pengembangan 
wilayah dan kelancaran distribusi barang dan jasa 
Misi keempat: Meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan air bersih dan 
penyehatan lingkungan, melalui upaya pemenuhan kebutuhan 
air bersih bagi masyarakat, secara bertahap melakukan 
peningkatan penyediaan dan pengelolaan sarana dan prasarana 
air minum dalam upaya pencapaian target MDG’s dan 
meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, dan peningkatan 
pengelolaan persampahan dan air limbah serta upaya 
peningkatan prasarana drainase. 
Misi kelima: Meningkatkan penyelenggaraan bangunan gedung negara, 
melaksanakan pembinaan dan pengelolaan bangunan gedung 
yang memenuhi standar keselamatan dan keamanan bangunan. 
Misi keenam: Meningkatkan koordinasi, sinergi, sinkronisasi dan 
implementasi Rencana Tata Ruang Wilayah, agar tercapai 
paduserasi pola perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian 
terhadap pemanfaatan ruang. 
2.3 Tujuan Dinas PUPR 
Mewujudkan Misi I Provinsi Riau yaitu "Meningkatkan Pembangunan 
Infrastruktur". Terwujudnya Pembangunan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan 




2.4 Struktur Organisasi 
Susunan organisasi Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan 
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1. Kepala Dinas 
2. Sekretariat, terdiri dari: 
2.1 Sub Bagian Perencanaan Program 
2.2 Sub Bagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik 
Daerah. 
2.3 Sub Bagian Kepegawaian dan Umum 
3. Bidang Sumber Daya Air, terdiri dari: 
3.1 Seksi Perencanaan dan Pengendalian Sumber Daya Air 
3.2 Seksi Pelaksanaan Sumber Daya Air, dan 
3.3 Seksi Operasi dan Pemeliharaan 
4. Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan, terdiri dari 
4.1 Seksi Perencanaan dan Pengendalian Bangunan Jalan dan Jembatan 
4.2 Seksi Pelaksanaan dan Pembangunan Jalan dan Jembatan Wilayah I 
4.3 Seksi Pelaksanaan dan Pembangunan Jalan dan Jembatan Wilayah II 
5. Bidang Preservasi Jalan dan Jembatan, terdiri dari 
5.1 Seksi Perencanaan dan preservasi Jalan dan Jembatan 
5.2 Seksi Pelaksanaan dan  preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah I 
5.3 Seksi Pelaksanaan dan preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah II 
6. Bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan, terdiri dari: 
6.1 Seksi Perencanaan dan Pengendalian Air Minum dan Penyehatan 
Lingkungan. 
6.2 Seksi Pengembangan Sistem Pengolahan Air Minum dan Penyehatan 
Lingkungan 
6.3 Seksi Penyehatan Lingkungan 
18 
 
7. Bidang Penataan Ruang, terdiri dari: 
7.1 Seksi Pengaturan dan Pembinaan 
7.2 Seksi Pelaksanaan Penataan Ruang, dan 
7.3 Seksi Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang 
8. Bidang Penataan Bangunan, terdiri dari: 
8.1 Seksi Perencanaan dan Pengendalian Penataan Bangunan 
8.2 Seksi Tata Bangunan dan Lingkungan 
8.3 Seksi Bangunan Gedung 
2.5 Uraian Tugas, Wewenang dan Fungsi 
2.5.1 Tugas Dinas PUPR 
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Riau mempunyai tugas 
membantu gubernur melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
2.5.2 Fungsi Dinas PUPR 
1. Perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan 
penataan ruang. 
2. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan 
penataan ruang. 
3. Pengordinasian kebijakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan 
penataan ruang. 
4. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang pekerjaan 
umum dan penatan ruang. 
5. Pelaksanaan administrasi dinas, dan 
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6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas 
pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi. 
2.5.3 Deskripsi Jabatan 
1. Kepala Dinas 
Tugas pokok Kepala Dinas adalah memimpin, mengkoordinasikan, 
mengarahkan, membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang 
menjadi kewenangan daerah bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta 
tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah. 
Dalam penyelenggaraan tugas pokoknya, Kepala Dinas mempunyai fungsi 
sebagai; 
a. Penetapan kebijakan teknis Dinas atau bahan kebijakan daerah dalam hal 
penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah 
bidang pekerjaan umum dan penataan ruang. 
b. Pengkoordinasian penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan daerah bidang pekerjaan umum dan penataan ruang. 
c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan 
yang menjadi kewenangan daerah bidang Pekerjaan Umum dan Penataan 
Ruang. 
d. Pelaksanaan administrasi Dinas sesuai dengan tugasnya, dan 
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati terkait dengan tugas dan 
fungsinya. 
2. Sekretaris 
a. Sekretaris mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi 
pada Subbagian Perencanaan Program, Subbagian Keuangan, Perlengkapan 
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dan Pengelolaan Barang Milik Daerah, dan Subbagian Kepegawaian dan 
Umum. 
b. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
Sekretaris menyelenggarakan fungsi : 
Penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Sekretariat; 
1) Penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil 
pelaksanaan tugas di lingkungan Sekretariat. 
2) Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas 
sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada Kepala Dinas 
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dan 
3) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas 
dan fungsinya. 
2.1 Kepala Sub bagian Perencanaan Program 
Kepala Subbagian Perencanaan Program mempunyai tugas: 
a. Merencanakan program kegiatan dan penganggaran pada Subbagian 
Perencanaan Program. 
b. Membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas 
bawahan di lingkungan Subbagian Perencanaan Program. 
c. Menyiapkan bahan dan menghimpun usulan rencana program/kegiatan 
dari masing-masing dibidang. 
d. Melaksanakan penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja Tahunan, 





e. Melaksanakan koordinasi penyusunan Standar Operasional Prosedur 
f. mempersiapkan bahan-bahan untuk pra-rapat koordinasi dan rapat 
koordinasi musyawarah perencanaan pembangunan daerah serta rapat 
koordinasi teknis. 
g. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas 
dan kegiatan pada Subbagian Perencanaan Program, dan 
h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan 
fungsinya. 
2.2 Kepala Sub bagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik 
Daerah. 
Kepala Subbagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan barang Milik 
Daerah mempunyai tugas: 
a. Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbagian 
Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah. 
b. Membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas 
bawahan di lingkungan Subbagian Keuangan, Perlengkapan dan 
Pengelolaan Barang Milik Daerah. 
c. Melakukan urusan perbendaharaan dan akuntansi keuangan dan aset. 
d. Mengelola keuangan dan penyiapan pembayaran gaji pegawai. 
e. Melakukan pembinaan dan memberikan petunjuk teknis pengelolaan 
keuangan dan aset. 




g. Melakukan urusan penguran barang milik daerah yang berda pada 
penguasaan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. 
h. Melaksanakan penyelesaian tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan atau 
pemutakhiran data hasil pemeriksaan pelaksanaan kegiatan. 
i. Melaksanakan proses administrasi Tuntutan- Perbendaharaan dan Tuntutan 
Ganti Rugi. 
j. Melaksanakan verifikasi dan pertanggungjawaban anggaran. 
k. Melaksanakan penyusunan laporan pertanggungjawaban dan pencatatan 
aset. 
l. Melakukan fasilitasi rencana umum pengadaan barang dan jasa unit kerja. 
m. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas 
dan kegiatan pada Subbagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan 
Barang Milik Daerah, dan 
n. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan 
fungsinya. 
2.3 Kepala Subbagian Kepegawaian dan Umum 
Kepala Subbagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas: 
a. Merencanakan program kegiatan dan penganggaran pada Subbagian 
Kepegawaian dan Umum. 
b. Membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas 
bawahan di lingkungan Subbagian Kepegawaian dan Umum. 
c. Mengagendakan dan mendistribusikan surat menyurat. 
d. Melaksanakan fasilitasi administrasi kepegawaian. 
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e. Melaksanakan koordinasi penyusunan analisa jabatan, analisa beban kerja, 
peta jabatan, proyeksi kebutuhan pegawai, standar kompetensi, dan 
evaluasi jabatan. 
f. Melaksanakan proses penegakan disiplin pegawai. 
g. Membuat laporan perkembangan kepegawaian. 
h. Menyelenggarakan urusan kehumasan. 
i. Melaksanakan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi. 
j. Melaksanakan dan mengatur fasilitas rapat, pertemuan dan upacara, serta 
melakukan kegiatan keprotokolan dan administrasi perjalanan dinas. 
k. Melaksanakan pengadaan sarana dan prasarana kantor setelah 
berkoordinasi dengan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah. 
l. Melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor, kebersihan, 
keindahan, keamanan dan ketertiban kantor. 
m. Mengumpulkan, menyusun dan mengolah bahan data informasi untuk 
kepentingan masyarakat. 
n. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan peiaksanaan tugas 
dan kegiatan pada Subbagian Kepegawaian dan Umum, dan 
o. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan 
fungsinya. 
3. Bidang Sumber Daya Air 
Kepala Bidang Sumber Daya Air mempunyai tugas melakukan koordinasi 
fasilitasi dan evaluasi pada Seksi Perencanaan dan Pengandalian Sumber Daya 
Air, Seksi Pelaksanaan Sumber Daya Air, Seksi Operasi dan Pemeliharaan. 
Kepala Bidang menyelenggarakan fungsi: 
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a. Penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Bidang Sumber 
Daya Air. 
b. Penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil 
pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Sumber Daya Air. 
c. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas 
sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada Kepala Dinas 
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dan 
d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas 
dan fungsinya. 
4.1 Seksi Perencanaan dan Pengendalian Sumber Daya Air 
Kepala Seksi Perencanaan dan Pengendalian Sumber Daya Air mempunyai 
tugas: 
a. Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi 
Perencanaan dan Pengendalian Sumber Daya Air. 
b. Membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan 
tugas bawahan di lingkungan Seksi Perencanaan dan Pengendalian Sumber 
Daya Air. 
c. Melaksanakan koordinasi, pembinaan, bimbingan teknis dan pengawasan 
serta evaluasi terhadap kegiatan pada Seksi Perencanaan dan Pengendalian 
Sumber Daya Air. 
d. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas 




e. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan 
fungsinya. 
3.2 Seksi Pelaksanaan Sumber Daya Air 
Kepala Seksi Pelaksanaan Sumber Daya Air mempunyai tugas: 
a. Merencanakan program kegiatan dan penganggaran pada Seksi 
Pelaksanaan Sumber Daya Air. 
b. Membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan 
tugas bawahan di lingkungan Seksi Pelaksanaan Sumber Daya Air. 
c. Melaksanakan koordinasi, pembinaan dan bimbingan teknis pada Seksi 
Pelaksanaan Sumber Daya Air. 
d. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas 
dan kegiatan pada Seksi Pelaksanaan Sumber Daya Air dan 
e. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan 
fungsinya. 
3.3 Seksi Operasi dan Pemeliharaan 
Kepala Seksi Operasi dan Pemeliharaan mempunyai tugas: 
a. Merencanakan program kegiatan dan penganggaran pada Seksi Operasidan 
Pemeliharaan. 
b. Membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan 
tugas bawahan di lingkungan Seksi Operasi dan Pemeliharaan. 
c. Melaksanakan koordinasi, pembinaan, bimbingan teknis dan pengawasan 
serta evaluasi terhadap kegiatan pada Seksi Operasi dan Pemeliharaan. 
d. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas 
dan kegiatan pada Seksi Operasi dan Pemeliharaan, dan 
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e. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan 
fungsinya. 
5. Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan 
Kepala Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan mempunyai tugas 
melakukan koordinasi fasilitasi dan evaluasi tugas pada Seksi Perencanaan 
dan Pengendalian Pembangunan Jalan dan Jembatan, Seksi Pelaksanaan 
Pembangunan Jalan dan Jembatan Wilayah I, Seksi Pelaksanaan Jalan dan 
Jembatan Wilayah II. 
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala 
Bidang menyelenggarakan fungsi: 
a. Penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Bidang 
Pembangunan Jalan dan Jembatan. 
b. Penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil 
pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Pembangunan Jalandan Jembatan. 
c. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas 
sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada KepalaDinas Pekerjaan 
Umum dan Penataan Ruang dan 
d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan 
fungsinya. 
5.1 Seksi Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Jalan dan Jembatan 
Kepala Seksi Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Jalan dan 
Jembatan mempunyai tugas: 
a. Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi 
Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Jalan dan Jembatan. 
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b. Membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan 
tugas bawahan di lingkungan Seksi Perencanaan dan Pengendalian 
Pembangunan Jalan dan Jembatan. 
c. Melaksanakan dan pengendalian konstruksi dan mutu pelaksanaan 
pembangunan jalan dan jembatan, penyusunan dan pengembangan standar 
dokumen pengadaan. 
d. Melakukan penyesuaian kontrak pekerjaan konstruksi jalan, penyusunan 
norma, standar, pedoman, dan kriteria bidang jalan, serta, melaksanakan 
evaluasi dan penetapan laik fungsi jalan pada wilayah. 
e. Melakukan penyiapan data dan informasi sebagai bahan penyusunan 
pemograman dan perencanaan teknik pembangunan jalan dan jembatan. 
f. Melaksanakan koordinasi koneksivitas sistem jaringan jalan dengan sistem 
modal transportasi bersama pembina bidang ke bina margaan. 
g. Melaksanakan pengujian mutu konstruksi, evaluasi terhadap hasil 
pengujian mutu konstruksi. 
h. Melakukan penyusunan norma, standar, pedoman, dan kriteria bidang 
jalan dan jembatan, serta melaksanakan evaluasi dan penetapan lebar jalan. 
i. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas 
dan kegiatan pada Seksi Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan 
Jalan dan Jembatan dan 






5.2 Seksi Pelaksanaan Pembangunan Jalan dan Jembatan Wilayah I 
Kepala Seksi Pelaksanaan Pembangunan Jalan dan Jembatan Wilayah I 
mempunyai tugas: 
a. Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran Pelaksanaan 
Pembangunan Jalan dan Jembatan Wilayah I. 
b. Membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan 
tugas bawahan di lingkungan Seksi Pelaksanaan Pembangunan Jalan dan 
Jembatan Wilayah I. 
c. Melaksanakan dan pengendalian kontruksi dan mutu pelaksanaan 
pembangunan jalan dan jembatan. 
d. Melaksanakn dan pengendalian konstruksi dan mutu pelaksanaan 
pembangunan jalan dan jembatan, penyusunan dan pengembangan standar 
dokumen pengadaan, penyesuaian kontrak pekerjaan konstruksi jalan, 
penyusunan norma, standar, pedoman dan kriteria bidang jalan, serta 
melaksanakan evaluasi dan penetapan lain fungsi jalan pada wilayahI. 
e. Melakukan penyusunan dan pengembangan standar dokumen pengadaan. 
f. Melakukan norma, standar, pedoman, dan kriteria dan jembatan. 
g. Melaksanakan evaluasi dan penetapan baik fungsi jalan pada wilayah I. 
h. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas 
dan kegiatan pada seksi Pelaksanaan Pembangunan Jalan dan Jembatan 
Wilayah I, dan 





5.3 Seksi Pelaksanaan Pembangunan Jalan dan Jembatan Wilayah II 
Kepala Seksi Pelaksanaan Pembangunan Jalan dan Jembatan Wilayah II 
mempunyai tugas: 
a. Merencanakan program kegiatan dan penganggaran pada Seksi 
Pelaksanaan Pembangunan Jalan dan Jembatan Wilayah II. 
b. Membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan 
tugas bawahan di lingkungan Seksi Pelaksanaan Pembangunan Jalan dan 
Jembatan Wilayah II. 
c. Melasksanakan dan pengendalian konstruksi dan mutu pelaksanaan 
pembangunan jalan. 
d. Melakukan penyusunan norma, standar, pedoman, dan kriteria bidang 
jalan. 
e. Melakukan penyesuaian kontrak pekerjaan konstruksi jalan. 
f. Melaksanakan evaluasi dan penetapan baik fungsi jalan pada wilayah II. 
g. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan 
tugasdan kegiatan pada Seksi Pelaksanaan Pembangunan Jalan dan 
Jembatan Wilayah II, dan 
h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan 
fungsinya. 
6. Bidang Preservasi Jalan dan Jembatan 
Kepala Bidang Preservasi Jalan dan Jembatan mempunyai tugas melakukan 
koordinasi fasilitasi dan evaluasi tugas pada Seksi Perencanaan dan 
Pengendalian Preservasi Jalan dan Jembatan, Seksi Pelaksanaan Preservasi 
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Jalan dan Jembatan Wilayah I, Seksi Pelaksanaan preservasi Jalan dan 
Jembatan Wilayah II. 
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala 
Bidang menyelenggarakan fungsi: 
a. Penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Bidang 
Preservasi Jalan dan Jembatan. 
b. Penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil 
pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Preservasi Jalan dan Jembatan. 
c. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas 
sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada Kepala Dinas 
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dan 
d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas 
dan fungsinya. 
6.1 Seksi Perencanaan dan Pengendalian Preservasi Jalan dan Jembatan 
Kepala Perencanaan dan Pengendalian Preservasi Jalan dan Jembatan 
mempunyai tugas: 
a. Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Perencanaan dan 
Pengendalian Preservasi Jalan dan Jembatan. 
b. Membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan 
tugas bawahan di lingkungan Seksi Perencanaan dan Pengendalian 
Preservasi Jalan dan Jembatan. 
c. Melaksanakan Preservasi jembatan, penyesuaian kontrak pekerjaan 
Preservasi Jalan dan Jembatan. 
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d. Melaksanakan evaluasi dan penetapan audit keselamatan jembatan, bahan 
pengelolaan, pemantauan, dan evaluasi pemanfaatan peralatan dan bahan 
jembatan, pengamanan pemanfaatan bagian-bagian jembatan. 
e. Melaksanakan pengujian peralatan, bahan, dan hasil pekerjaan preservasi 
jembatan pada Wilayah I dan Wilayah II. 
f. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas 
dan kegiatan pada Seksi Perencanaan dan Pengendalian Preservasi 
Jalandan Jembatan, dan 
g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan 
fungsinya. 
6.2 Seksi Pelaksanaan Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah I 
Seksi Pelaksanaan Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah I mempunyai 
tugas: 
a. Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi 
Pelaksanaan Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah I. 
b. Membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan 
tugas bawahan di lingkungan Seksi Pelaksanaan Preservasi Jalan dan 
Jembatan Wilayah I. 
c. Melaksanakan Preservasi jalan, penyesuaian kontrak pekerjaan Preservasi 
Jalan; 
d. Melakukan pengamanan pemanfaatan bagian-bagian jalan, serta 
pelaksanaan pengujian peralatan, bahan, dan hasil pekerjaan preservasi 
pada wilayah I. 
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e. Melakukan pemantaun dan membuat laporan pelaksanaan tugas sesuai 
dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala pada Seksi 
Pelaksanaan Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah I, dan 
f. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan 
fungsinya. 
6.3 Seksi Pelaksanaan Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah II 
Seksi Pelaksanaan Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah II mempunyai 
tugas: 
a. Merencanakan program/kegiatan pada Seksi Pelaksanaan Preservasi Jalan 
dan Jembatan Wilayah II. 
b. Membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan 
tugas bawahan di lingkungan Seksi Pelaksanaan Preservasi Jalan dan 
Jembatan Wilayah II. 
c. Melaksanakan Preservasi jalan, penyesuaian kontrak pekerjaan Preservasi 
Jalan. 
d. Melaksanakan evaluasi dan penetapan audit keselamatan jalan, bahan 
pengelolaan, pemantauan, dan evaluasi pemanfaatan peralatan dan 
bahanjalan, pengamanan pemanfaatan bagian-bagian jalan. 
e. Melakukan pelaksanaan pengujian peralatan, bahan, dan hasil pekerjaan 
preservasi pada Wilayah II. 
f. Melakukan pemantaun dan membuat laporan pelaksanaan tugas sesuai 
dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala pada Seksi 
Pelaksanaan Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah II, dan 
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g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugasdan 
fungsinya. 
7. Bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan 
Kepala Bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan mempunyai tugas 
menyelenggarakan Seksi Perencanaan dan Pengendalian Air Minum dan 
Penyehatan Lingkungan, Seksi Pengembangan Sistem Pengolahan Air 
Minum, Seksi Penyehatan Lingkungan. 
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala 
Bidang menyelenggarakan fungsi: 
a. Penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Bidang Air 
Minum dan Penyehatan Lingkungan. 
b. Penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil 
pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Air Minum dan Penyehatan 
Lingkungan. 
c. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas 
sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala kepada Kepala 
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dan 
d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan 
fungsinya. 
7.1 Kepala Seksi Perencanaan dan Pengendalian Air Minum dan Penyehatan 
Lingkungan. 




a. Merencanakan program kegiatan dan penganggaran pada Seksi 
Perencanaan dan Pengendalian Air Minum dan Penyehatan Lingkungan. 
b. Membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan 
tugas bawahan di lingkungan Seksi Perencanaan dan Pengendalian Air 
Minum dan Penyehatan Lingkungan. 
c. Melakukan penyusunan program dan pembiayaan jangka menengah dan 
tahunan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan 
sumber dana lainnya, sinkronisasi program-program keciptakaryaan. 
d. Melakukan fasilitasi kepada Pemerintah daerah Kabupaten/Kota 
diProvinsi Riau dalam penguatan kapasitas perencanaan dan penyusunan 
program. 
e. Melaksanaan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
bidang Cipta Karya tingkat Provinsi dan pendampingan penyusunan 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah bidang Cipta Karya, 
Penyusunan, penetapan dan peninjauan kembali Rencana Tata Ruang 
Wilayah Provinsi, penyusunan, penetapan dan peninjauan kembali 
Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi. 
f. Menyusun perumusan kebijakan strategis operasional Rencana Tata Ruang 
Wilayah Provinsi dan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi, 
dan Pelaksanaan standar Pelayanan Minimal bidang penataan ruang di 
tingkat provinsi, Karya tingkat Kabupaten Kota di Provinsi Riau. 
g. Melakukan pelaksanaan koordinasi dan pemantauan berkala terhadap 
pelaksanaan pembangunan fisik tahun berjalan. 
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h. Membuat laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah 
dilaksanakan secara berkala pada Seksi Perencanaan dan Pengendalian Air 
Minum dan Penyehatan Lingkungan, dan 
i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan tertulis sesuai 
tugas dan fungsinya. 
7.2 Seksi Pengembangan Sistem Pengolahan Air Minum 
Seksi Pengembangan Sistem Pengolahan Air Minum mempunyai tugas: 
a. Merencanakan program kegiatan dan penganggaran pada Seksi 
Pengembangan Sistem Pengolahan Air Minum. 
b. Membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan 
tugas bawahan di lingkungan Seksi Pengembangan Sistem Pengolahan Air 
Minum. 
c. Melakukan pengelolaan dan pengembangan Sistem Pengolahan Air 
Minumlintas daerah. 
d. Melakukan pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional. 
e. Melakukan pengembangan sistem air limbah domestik regional. 
f. Melakukan pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang 
terhubung langsung dengan sungai lintas daerah Kabupaten/Kota di 
Provinsi Riau. 
g. Mengevaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas yang telah 
dilaksanakan secara berkala pada Sistem Pengolahan Air Minum, dan 
h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikandan fungsinya. 
7.3 Seksi Penyehatan Lingkungan 
Seksi Penyehatan Lingkungan mempunyai tugas: 
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a. Merencanakan program kegiatan dan penganggaran pada Seksi 
Penyehatan Lingkungan. 
b. Membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan 
tugas bawahan di lingkungan seksi Penyehatan Lingkungan. 
c. Melakukan penyelenggaraan infrastruktur pada pemukiman di kawasan 
strategis daerah provinsi, penetapan bangunan gedung untuk untuk 
kepentingan strategis Daerah. 
d. Melakukan penyelen ggataan penataan bangunan dan lingkungan 
dikawasan strategis Daerah dan penataan bangunan dan lingkungannya 
lintas daerah, penyusunan dan sinkronisasi program pemanfaatan ruang. 
e. Melakukan koordinasi penyusunan renscana pembiayaan program 
pemanfaatan ruang, dan koordinasi, monitoring dan evaluasi perencanaan. 
program pemanfaatan ruang. 
f. Melaksanakan koordinasi, pembinaan, bimbingan teknis dan pengawasan 
serta evaluasi terhadap kegiatan pada Seksi Penyehatan Lingkungan, dan 
g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan 
fungsinya. 
8. Bidang Penataan Ruang 
Kepala Bidang Penataan Ruang mempunyai tugas melakukan koordinasi, 
fasilitasi dan evaluasi pada Seksi Pengaturan dan Pembinaan, Seksi 
Pelaksanaan Penataan Ruang, Seksi Pengawasan dan Pengendalian 
Pemanfaatan Ruang. 
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala 
Bidang menyelenggarakan fungsi: 
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a. Penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Bidang Penataan 
Ruang. 
b. Penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil 
pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Penataan Ruang. 
c. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas 
sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada Kepala Dinas 
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. 
d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas 
dan fungsinya. 
8.1 Seksi Pengaturan dan Pembinaan 
Seksi Pengaturan dan Pembinaan mempunyai tugas: 
a. Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi Pengaturan 
dan Pembinaan. 
b. Membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan 
tugas bawahan di lingkungan Seksi Pengaturan dan Pembinaan. 
c. Melakukan penyiapan bahan penyusunan pola pengelolaan sumber 
dayaair. 
d. Melakukan analisis dan evaluasi kelayakan program dan pengelolaan 
sistem informasi dan data sumber daya air. 
e. Melakukan fasilitasi penerapan sistem manajemen mutu. 
f. Membuat laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah 
dilaksanakan pada Seksi Pengaturan dan Pembinaan, dan 




8.2 Seksi Pelaksanaan Penataan Ruang 
Seksi Pelaksanaan Penataan Ruang mempunyai tugas: 
a. Merencanakan program kegiatan dan penganggaran pada Seksi 
Pelaksanaan Penataan Ruang. 
b. Membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan 
tugas bawahan di lingkungan Seksi Pelaksanaan Penataan Ruang. 
c. Melakukan penyiapan data dan informasi sebagai bahan penyusunan 
program pembangunan dan preservasi jalan. 
d. Melakukan perencanaan teknis jalan dan jembatan. 
e. Melakukan penyiapan, penyusunan rencana, pengawasan dan 
pengendalian kontruksi pelaksanaan pembangunan jalan. 
f. Melakukan pemantauan dan evaluasi penerapan standar pelayanan 
minimal jalan. 
g. Mengevaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan 
tugas yang telah dilaksanakan secara berkala pada Seksi Pelaksanaan 
Penataan Ruang, dan 
h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan 
fungsinya. 
7.3 Seksi Pengawasan dan Pengendalian Pemanfataan Ruang 
Seksi Pengawasan dan Pengendalian Pemanfataan Ruang mempunyai tugas: 
a. Merencanakan program kegiatan pada Seksi Pengawasan dan 
Pengendalian Pemanfataan Ruang. 
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b. Membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan 
tugas bawahan di lingkungan Seksi Pengawasan dan Pengendalian 
Pemanfataan Ruang. 
c. Melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan strategi. 
d. Melaksanaan penyidikan dan penertiban terhadap pelanggaran 
pemanfaatan ruang tingkat Provinsi Riau. 
e. Melaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyidikan dan penertiban 
terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang tingkat Provinsi Riau. 
f. Melakukan koordinasi dan pembinaan terhadap Penyidik Pegawai Negeri 
Sipil penataan ruang tingkat Provinsi Riau. 
g. Melaksanakan Operasionalisasi Penyidik Pegawai Negeri Sipil penataan 
ruang tingkat Provinsi Riau. 
h. Mengevaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan 
tugas yang telah dilaksanakan secara berkala pada Seksi Pengawasan dan 
Pengendalian Pemanfataan Ruang. 
i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan 
fungsinya. 
9. Bidang Penataan Bangunan 
Kepala Bidang Penataan Penataan Bangunan mempunyai tugas melakukan 
koordinasi, fasilitasi dan evaluasi pada Seksi Perencanaan dan Pengendalian 
Penataan Bangunan, Seksi Tata Bangunan dan Lingkungan,dan Seksi 
Bangunan Gedung 
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala 
Bidang menyelenggarakan fungsi: 
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a. Penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Bidang Penataan 
Bangunan. 
b. Penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil 
pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Penataan Bangunan. 
c. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas 
sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada Kepala Dinas 
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dan 
d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas 
dan fungsinya. 
8.1 Seksi Perencanaan dan Pengendalian Penataan Bangunan 
Kepala Seksi Perencanaan dan Pengendalian Penataan Bangunan mempunyai 
tugas: 
a. Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi 
Perencanaan dan Pengendalian Penataan Bangunan. 
b. membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan 
tugas bawahan di lingkungan Seksi Perencanaan dan Pengendalian 
Penataan Bangunan. 
c. Melaksanakan fasilitasi bimbingan teknis dan pengawasan serta evaluasi 
terhadap kegiatan pada Seksi Perencanaan dan Pengendalian Penataan 
Bangunan. 
d. Mengevaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan 
tugas yang telah dilaksanakan secara berkala pada Seksi Perencanaan dan 
Pengendalian Penataan Bangunan, dan 
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e. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan 
fungsinya. 
8.2 Seksi Tata Bangunan dan Lingkungan 
Seksi Tata Bangunan dan Lingkungan mempunyai tugas: 
a. Merencanakan program kegiatan dan penganggaran pada Seksi 
Pelaksanaan Penataan Ruang. 
b. Membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan 
tugas bawahan di lingkungan Seksi Tata Bangunan dan Lingkungan. 
c. Penyelenggaraan infrastruktur Bangunan pada permukiman di kawasan 
strategis Provinsi Riau. 
d. Melakukan penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan 
dikawasan strategis daerah dan penataan bangunan dan lingkungan 
lintasdaerah. 
e. Melaksanakan koordinasi, pembinaan, bimbingan teknis dan pengawasan 
serta evaluasi terhadap kegiatan pada Seksi Tata Bangunan dan 
Lingkungan. 
f. Mengevaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan 
tugas yang telah dilaksanakan secara berkala pada Seksi Tata Bangunan 
dan Lingkungan dan melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan 
atasan sesuai tugasdan fungsinya. 
8.3 Seksi Bangunan Gedung 
Seksi Bangunan Gedung mempunyai tugas: 
a. Merencanakan program/kegiatan pada Seksi Bangunan Gedung. 
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b. Membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan 
tugas bawahan di lingkungan Seksi Bangunan Gedung. 
c. Melakukan penetapan Bangunan Gedung untuk kepentingan Strategis 
Daerah. 
d. Menyelenggarakan Bangunan Gedung untuk kepentingan Strategis 
Daerah. 
e. Melaksanakan fasilitasi bimbingan teknis dan pengawasan serta evaluasi 
terhadap kegiatan pada Seksi Bangunan Gedung. 
f. Mengevaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan 
tugas yang telah dilaksanakan secara berkala pada Seksi Bangunan 
Gedung, dan 
g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan 
fungsinya. 
2.5.4 Sumber Daya Perangkat Daerah 
Sumber daya merupakan faktor pendukung bagi keberhasilan pelaksanaan 
tugas yang diamanatkan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 
Povinsi Riau. Sumber daya yang dikelola dan dimanfaatkan dengan baik akan 
mempercepat pelaksanaan tugas. Sumber daya yang dimiliki oleh Dinas Pekerjaan 
Umum dan Penataan Ruang Provinsi Riau berupa sumber daya manusia, peralatan 
dan mesin, serta bangunan. 
Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan faktor utama bagi manajemen suatu 
organisasi yang akan menentukan tingkat keberhasilan pelaksanaan tugas dan 
fungsinya dalam mencapai visi dan misi yang diharapkan. Ketersediaan SDM 
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dengan komitmen tinggi bukan hanya ditinjau dari aspek kuantitas saja tetapi juga 
aspek kualitasnya. 
Sumber daya manusia yang dimiliki Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan 
Ruang Provinsi Riau yaitu berupa Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Non Pegawai 
Negeri Sipil (NonPNS) dengan berbagai macam tingkat dan jenis pendidikan. 
Formasi pegawai (Tabel 2.1) tersebut tercatat adalah sebanyak 218 orang dengan 
berbagai latar belakang disiplin ilmudan keahlian yang terbagi ke dalam status 
PNS/CPNSD sebanyak 143 orang, Kontrak Kerja sebanyak 7 orang dan 
Sukarelawan 68 orang. 
Tabel 2.1 
Formasi Pegawai pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 
Provinsi Riau 
No Data Pegawai Jumlah Keterangan 
1.  PNS / CPNSD 
- Golongan I 
- Golongan II 
- Golongan III 















 Grand Total 218  
Sumber: Restra Dinas PUPR Provinsi Riau Tahun 2017-2019 
Secara latar belakang pendidikan (Tabel 2.2), pada saat ini jumlah pegawai 
negeri yang mempunyai latar belakang pendidikan yang kompetensinya sesuai 
dengan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang masih sangat kurang. Pada 
saat ini tercatat hanya sejumlah 19 (sembilan belas) orang yang berlatar belakang 
pendidikan Teknik, baikTeknik Sipil, Teknik Pengairan, dan Teknik Mesin. Dari 
jumlah tersebut, sebanyak 17 (tujuh belas) orang berlatar belakang pendidikan 
Sarjana Teknik Sipil. 
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Dalam Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 
Provinsi Riau terdapat 41 pejabat eselon, dengan 37 pejabat struktural. Tabel 2.2 
menampilkan rincian jumlah pejabat struktural dan eselon. 
Tabel 2.2 
Latar Belakang Pendidikan Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Dinas 
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Riau 
 





















 Jumlah 143  
2 Kontrak Kerja - - 
Sumber :Restra Dinas PUPR Provinsi Riau Tahun 2017-2019 
Dari tabel 2.2 dapat diketahui bahwa yang menjadi pendidikan tertinggi di kantor 
PUPR adalah D4/SI yaitu yang berjumlah 43 orang. 
No Data Pegawai Jumlah Keterangan 











 Jumlah 7  





Jumlah Pejabat Struktural dan Pejabat Eselon 
No Data Pegawai Jumlah Keterangan 
1 Pejabat Struktral 37  













4 Orang bekum 
mengikuti 
DIKLATPIM 
 Jumlah 41 Orang  
Sumber: Restra Dinas PUPR Provinsi Riau Tahun 2017-2019 
2.5.5 Sarana dan Prasarana 
Sumber daya lain yang menunjang kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan 
Penataan Ruang Provinsi Riau adalah perlengkapan kantor serta peralatan dan 
mesin. Secara kuantitatif dan kualitatif masih kurang dari standar jika 
dibandingkan dengan program dan kegiatan Pekerjaan Umum dan Penataan 
Ruang yang cakupan kerjanya begitu luas. Oleh karena itu penggunaan 
perlengkapan kantor dan peralatan inventaris lainnya harus tepat efisien, efektif, 
dan digunakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Selain itu pemeliharaan 
terhadap peralatan ini juga harus rutin dilaksanakan Inventarisasi 
peralatan/perlengkapan kantor yang dimiliki oleh dinas sebagai aset Pemerintah 
Provinsi Riau yang disajikan pada Tabel 2.4 
Tabel 2.4 
Perlengkapan kantor 
NO JENIS JUMLAH 
1 Filling Cabinet 122 Buah 
2 Kursi Kayu 37 Buah 
3 Jam Elektronik 2 Buah 
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NO JENIS JUMLAH 
4 Kipas Angin 2 Buah 
5 Meja Kerja 62 Buah 
6 Mesin Ketik Manual 5 Buah 
7 Lemari Besi 2 Buah 
8 Lemari Kayu 11 Buah 
9 Mesin Foto Copy 1 Buah 
10 Kursi Lipat 64 Buah 
11 AC Split 18 Buah 
12 Printer 59 Buah 
13 Komputer PC 52 Buah 
14 Meja Biro + ½ Biro 102 Buah 
15 Televisi 4 Buah 
16 Meja Komputer 3 Buah 
17 Camera and Attachement 40 Buah 
18 Meja Tulis 8 Buah 
19 Meja Kayu/Rotan 20 Buah 
20 Tape Recorder 1 Buah 
21 Kursi Putar 17 Buah 
22 Papan Visual/Papan Nama 4 Buah 
23 Gambar Presiden/Wakil Presiden 2 Buah 
24 Alat Penghancur Kertas 35 Buah 
25 Portable Water Pump 350 Buah 
26 Mesin Potong Rumput 14 Buah 
27 Note Book (Laptop) 19 Buah 
28 Alat Lap dan Penunjang Lainnya 15 Unit 
29 Roll Meter 20 Buah 
30 Rak Kayu 5 Buah 
31 Scaner 2 Buah 
32 Sound Sistem 9 Buah 
33 Kursi Tamu (Size) 9 Set 
34 Brankas 6 Buah 
35 Dispenser 15 Buah 
36 Meja + Kaca 12 Buah 
37 Meja Rapat 1 Set 
38 Kursi Kerja 10 Buah 
39 UPS 5 Buah 
40 Gergaji Mesin 4 Buah 




2.5.6 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 
Cakupan kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Riau 
adalah jaringan jalan, jembatan, serta sumber daya air yang berada di wilayah 
Provinsi Riau seluas 1.753,37 km². Di dalam wilayah seluas itu, terdapat 
infrastruktur jalan, jembatan, dan pengaiaran yang merupakan kewenangan 
Pemerintah Pusat, maupun Pemerintah Provinsi Riau.  
Dalam hal kinerja pelayanan ini, maka yang akan dibahas adalah infrastruktur 
yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Riau, baik yang telah diperkuat 
melalui Surat Keputusan maupun yang masih dalam proses inventarisasi dan 
regulasinya. Jaringan jalan yang menjadi kewenangan oleh Dinas Pekerjaan 
Umum dan Penataan Ruang Provinsi Riau adalah Jaringan Jalan Kabupaten 
sepanjang 1.937,53 km (Surat Keputusan Bupati, Nomor 620/Kep.384-
Huk/2016). Kondisi Jalan baik, sedang, dan buruk, masing-masing 522,53 km, 
1.271,13 km, dan 143,87 km untuk jalan kabupaten. Sedangkan Jaringan Jalan 
Poros Desa sepanjang 940,70 km (data dalam proses inventarisasi dan regulasi), 
dengan rincian 258,52 Km kondisi baik, 272,87 Km dengan kondisi sedang, dan 
409,31 Km kondisi buruk. Dari data yang ada dapat dilihat bahwa tingkat 
kerusakan jalan (kondisi buruk) adalah 7,43% untuk jalan kabupaten dan 43,51% 
untuk jalan poros desa akan tetapi untuk jalan poros desa bukan kewenangan dan 
penanganan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Dengan kinerja 
peningkatan jalan sebesar 100 km pertahun pada periode sebelumnya dan 
rehabilitasi jalan sepanjang 10 km pertahun untuk menangani kerusakan berat, 
maka dengan perhitungan yang sama untuk pertahun pada periode mendatang 
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diperoleh angka penanganan jalan hanya sebesar 55,35% terhadap jalan dengan 
kondisi buruk yang ada.  
Jembatan merupakan infrastruktur yang keberadaannya tidak dapat 
dipisahkan dengan jaringan jalan. jembatan yang menjadi kewenangan 
Pemerintah Provinsi Riau adalah sebanyak 241 buah. Jembatan yang ada di 
wilayah kewenangan Pemerintah Provinsi Riau pada saat ini masih dalam proses 
inventarisasi dan regulasi. Dari sejumlah itu, kondisi jembatan yang baik, sedang, 
dan buruk masing-masing adalah 104 buah, 47 buah, 90 buah.  
Tingkat kerusakan jembatan (kondisi buruk) yang ada di Provisi Riau 
mencapai 37,34%. Apabila direncanakan penanganan jembatan kondisi buruk 
dengan kegiatan rehabilitasi jembatan 10 buah pertahun dan pembangunan 
jembatan 15 buah jembatan pertahun sudah mencukupi untuk menangani 
jembatan dengan kondisi buruk. Dalam hal infrastruktur pengairan, saluran 
pembuang, saluran tersier, dan saluran sekunder yang menjadi kewenangan 
Pemerintah Provinsi Riau masih dalam proses inventarisasi dan regulasi.  
Panjang saluran tersier yang ada di Provinsi Riau adalah 1.791,00 km, dengan 
kondisi baik 537,30 Km, sedang 358.20 km, dan buruk 895,50 km. Sedangkan 
saluran sekunder sepanjang 451,40 km, kondisi baik 135,42 km, sedang 90,28 km, 
dan buruk 225,70 km. Untuk saluran pembuang, panjangnya 912,60 km, dengan 
kondisi baik 273,78 km, kondisi sedang 182,52 km, dan kondisi buruk 456,30 km. 
Dari data terlihat bahwa dari masing-masing saluran yang mempunyai kondisi 
buruk adalah 50%. Dengan rencana rehabiitasi saluran masing-masing 50 km 
pertahun maka untuk saluran sekunder dapat tertangani, sedangkan untuk saluran 
tersier dan pembuang hanya tertangani masing-masing 27,02% dan 54,79% 
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terhadap kondisi buruk yang ada. Sedangkan saluran drainase / gorong-gorong 
yang ada sepanjang 395,70 km, dengan kondisi masing-masing baik 118,71 km, 
sedang 79,14 km, dan buruk 197,85 km. Kondisi buruk sebesar 50% terhadap 
panjang saluran drainase / gorong-gorong yang ada. Penanganan rehabilitasi 
saluran drainase / gorong-gorong direncanakan 10 km pertahun. Sehingga untuk 5 
(lima) tahun ke dean penanganan kondisi buruk saluran drainase/gorong-gorong 























Berdasarkan analisis pembahasan yang sudah dilakukan mengenai analisis 
informasi akuntansi dan kinerja pegawai terhadap laporan keuangan pada Dinas 
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Riau, maka dapat ditarik 
kesimpulan mengenai analisis informasi akuntansi dan kinerja pegawai terhadap 
laporan keuangan sebagai berikut: 
1) Sistem Informasi akuntansi yang ada pada Dinas PUPR Provinsi Riau sudah 
diterapkan dengan baik oleh mereka 
2) Penerapan sistem informasi akuntansi akan mempengaruhi laporan keuangan 
pada Dinas PUPR Provinsi Riau. Pemerintah Dinas PUPR Provinsi Riau telah 
menerapkan sistem informasi akuntansi yang ada pada setiap bidangnya. 
3) Penempatan pegawai sesuai dengan keahlian di bidang masing-masing pada  
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Riau sudah 
menghasilkan kinerja yang baik yaitu pegawai sudah diberikan tugas sesuai 
dengan kemampuan masing-masing, mulai dari yang tamatan SMA sampai 
dengan lulusan sarjan teknik sudah mendapatkan pekerjaan sesuai dengan 
tupoksinya masing-masing sehingga dalam melaksanakan tugas, mereka tidak 
ada yang mengeluh dan keberatan, dan pekerjaan dapat terselesaikan. 
4) Kerjasama tim dalam menyelesaikan pekerjaan untuk kinerja dengan kerja 
sama dengan orang lain dalam bekerja di semua bidang Dinas Pekerjaan 
Umum dan Penataan Ruang Provinsi Riau, pegawai sudah dapat dikatakan 
berjalan dengan baik, pegawai selalu mengutamakan kebersamaan dalam 
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melaksanakan tugas yang menjdai tanggungjawab di semua bidang sehingga 
diperoleh hasil yang memuaskan. 
4.2 Saran 
Peneliti menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari kata sempurna, oleh 
sebab itu berdasarkan hasil dan kesimpulan yang sudah diperoleh peneliti ingin 
menyampaikan beberapa saran sebagai berikut: 
1) Sistem informasi dan sistem infromasi akuntansi sudah sangat baik dalam 
penerapannya oleh karena itu harus terus ditingkatkan agar menghasilkan 
beberapa manfaat dan menghasilkan kualitas laporan keuangan yang baik dan 
sesuai dengan standar akuntasi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan 
Ruang Provinsi Riau. 
2) Kinerja pegawai akan selalu menjadi faktor penentu dalam kemajuan Dinas 
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Riau, sehingga seluruh 
pegawainya harus lebih meningkatkan kinerja terutama dalam hal kualitas, 
kuantitas, kemandirian, tepat waktu, dan dapat bekerja sama dalam tim agar 
bukan hanya menghasilkan kualitas laporan keuangan yang baik saja tetapi 
dapat menjadi contoh oleh instansi-instansi atau organisasi yang ada di 
Provinsi Riau khususnya. 
3) Penelitian ini dapat dijadikan rujukan maupun kajian lanjutan dengan 
permasalahan dan topik penelitian yang sama. Sedangkan bagi penelitian 
yang berbeda variabelnya, penelitian inidapat dijadikan sebagai bahan 
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PANDUAN WAWANCARA
“Analisis Sistem Informasi Akuntansi dan Kinerja Pegawai Terhadap Laporan
Keuangan Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Riau”
Tempat: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Riau
1. Apakah sistem informasi akuntansi berpengaruh langsung terhadap lapoan keuangan
pada dinas PUPR Provinsi Riau?
Kepala subbagian keuangan mengklarifikasikan, pada dasarnya sistem akuntansi
berpengaruh terhadap laporan keuangan, kuncinya perbaiki dulu sistem informasi
akuntansi yang kemudian akan berpengaruh terhadap pembuatan laporan keuangan.
Bagi Dinas PUPR Provinsi Riau, informasi akuntansi digunakan untuk meyusun
perencanaan dan pengawasan terhadap operasional Dinas, mengevaluasi kemajuan
yang dicapai dalam usaha mencapai tujuan dan melakukan tindakan koreksi yang
diperlukan.
2. Bagaimana sistem informasi akuntansi pada Dinas PUPR Provinsi Riau?
Sistem informasi akunatnsi yang ada pada Dinas PUPR Provinsi Riau adalah sistem
informasi akuntansi secara manual dan komputer.
Bagi Dinas PUPR Provinsi Riau menggunakan sistem manual masih sangat
berpotensi terhadap laporan keuangan, dimana setiap karyawan mendapatkan
tugasnya masingmasing, dan seluruh diharapkan dapat memberikan semua laporan
keuangan tepat waktu dan dengan hasil yang baik tentunya.
3. Apakah kinerja pegawai berpengaruh terhadap laporan keuangan pada Dinas PUPR
Provinsi Riau?
Kepala subbagian keuangan mengklarifikasi memang kinerja pegawai berpengaruh
terhadap laporan keuangan karena jika terdapat kesalahan atau kelalaian sedikit saja
maka akan timbul masalah dalam membuat laporan keuangan.
4. Bagaimana kinerja pegawai pada Dinas PU Provinsi Riau?
Kepala subbagian keuangan menuturkan, dalam faktor kemampuan, kerjasama,
tanggung jawab, kecepatan, kebersamaan dan kedisplinan, semua pegawai pada Dinas
ini sudah melakukan pekerjaannya dengan cukup baik, walau terjadi kesalahan itu
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